
 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Gubernur Kalimantan 
Timur Nomor : 061/5509/B.Org perihal Rekomendasi 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di 

Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, UPTD Pasar 
Khusus Citra Niaga, UPTD Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kecamatan Samarinda Kota, UPTD 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Samarinda Ilir, UPTD Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kecamatan Samarinda Ulu, UPTD 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kecamatan Samarinda Utara, UPTD Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Sungai 

Kunjang, UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kecamatan Palaran, UPTD Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Samarinda 

Seberang, UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kecamatan Sungai Pinang, UPTD Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Sambutan, 

dan UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kecamatan Loa Janan Ilir, tidak direkomendasi 
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Samarinda tentang Pencabutan Peraturan Walikota 

Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan 

Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Pada Dinas Dan Badan; 

 

 

 

SALINAN 
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Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)  sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah  
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2016 Nomor 3); 

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 

Nomor 4); 

8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 
Nomor 36); 

9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Perdagangan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2016 Nomor 48). 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS 

DAN BADAN.  

 

Pasal 1 

 

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan 

Badan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

 

Ditetapkan di Samarinda  

pada tanggal 13 Januari 2020     

WALIKOTA SAMARINDA, 

                 ttd 

                 SYAHARIE JA’ANG  

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 13 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 

                            ttd 
           SUGENG CHAERUDDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 69. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


